PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI
ERSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.

Diajukan sebapai salah satu persvaratan entuk memperoleh
gelar Sanana Hukum

skripst

Ceh ;
LORA JUITA
0. 140,270

Program Kekhususan 1ukum Intersasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

No, Register: 2001/PK VIVD7/09




Mo, Alomimni I'ﬂi'r'n'l?ii-tlf.ﬂ Mamn ninln;nﬁixwm No, Alumni |'I.'I.|H:I|l;1$
Laovra Juitm [
BICMPATA

a) TempatTangual Lahir @ Tabek, 12 Januari 1985 B). Numa Orrengs D (ayahiho}
MNarwi r.'IJII:‘illliH':l, Faharlas s Mukum |Jj, ,I|||—||;?;|“-| Ny Hukicm leternusionl 1_..]_ M BELL |
14 140 270 1), Tanggal Lulus @ 18 Juli 2009 p). Predikat Lods @ Saogal Memoashan . |
IPK 1 325 i) Lamn Stodi 4 Talwn 11 Belan j). Alamat Orenng Tow 2L Tabil Poluik.
puluik, Tabek, Simabur, Balosanakar, |

—tH a2 -|
I’EMANF’.&AJ]'AH SUMBER DAYA PERIKANAN DN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINY A DI INDONES[A

Shripsi 81 Oleh @ Lora Juita . Perhimbing | shvarief, SH.OME
Pembimbing I : Jean Efvardi, SH., Mif

ABSTRAK

[ndoncsia dikenal olch dunia [itermsional sehagai negara kepalauan karena wilaval Indonesia dun permiga wrdiee dari |
perairan, Belautan mempanyn potensi yang saneat besar ontuk mendarong pembangunan dimasa kink maopun dimae,

meidatang, wntuk itu sumber daya alion perly untok dilindungi ser pengelolann potkamn peru berdasackan peinss :
kehnti-hatian berdesarkan atas manfaat dan kelestarmn yang herkelanjuran, Fukom B dalam UMOLOS 1987 yang felnh

tiratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang nomes 17 tabun (983 dan imtplermentasingn di Indeacsin deagan |
Undang-undang nomaor 31 tahun 2004, Undang-undang nomer 5 tahun 1983 dan Perptumn Pemerinizh oores 15 4ahun
1954 Permnsalohan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pmerigeni Pemaniantan Sumber Diya Alam Perikanan di Zona |
Ekonomi lndunesia Tritingaw dori UNCLOS 1982 dan mplementasinya di Indonesia melipusi penpatural cksplans don |
ehsplostasi sumber daya alzm di ZEE, stus hukam dasi perairan seria lak berdnslat negara pantai dan hak kehebasan
negara lain wntuk menghindari kesalahpabaman dan salab pengertion vang menyebubkan perselisibon antar Kepeslingmn
dalam pemamfatan sumber doya alom nomtinya, Dalam pembabasan permasalahan ind digeakan metode penclilian |
frukun normatif yang berani penulis akan menganalisa bahan hukum schender vang berkaitan dengon chsplogas: dian |
cheploitasi sumber daya alam baysti dan non hayati ditingse dan UNCLOS 1982 don scear ks dijelaskan dalaiv |
Undang-undang no. 30 tadiee 2004 tesiang perikanan, Undang-undang ne. 5 b 1983 tentang ZEE Indonesia dan 117
i A5 tahun V984 tentang pengelolaan sumber dwm alam heyati di ZEE Indonesia, hafonesiz memiliki perairan 260
selugs 2,7 jula ken™ menyimpan hanyak sekali kekayaan berspa potensi sumber daya alam dan fass kelautan vang cukup
timggn, B Indonesia peraturan yig mengatur masalah kelautan sudals mencukupi, tetapi pelaksanzinnya Ji lepangan
belum dijalankan sesual dengan aturan yang diater dalam perateran weeschot. Dalam hal pereanfaatan polensd sumber |

Hayn alam ternyata belom dimanfiatkan dengon optimal. al int dikarenakan elel banyak Gikior, salah st sumber |

, ; - : |
daya rmamusin yang masih rendah dalaen masalal kelmstan, sarana dan prvarans vang  tidak mencokuri, seris |
pongawasan yang belum optimal. |

sk l-'i[IE.i- telah dipertahankan odi depan sidan E-prnj'_l".l:l.ji ila
Abstrak felah disetojui oleh Penguji

i yiLwknn I1|I|_|x n:lqln..ia_[!l\g]gal |8 -Juit,ﬁ.!ﬂl:l'}_

- ekt e
TR (N -3
LR
TAMDA TANGAMN e /\k\h A
NamaTerang / .................. | Zulheri SH. MY l‘

Slenpetnhyi 5

Foelua Jurnsan  : Proll Firman Hasan SHCLLM Tancu Tangan ,' b punesd ”'*_.1"_:"“—’
Alumnus telal te rdafisr ke Fukultas/Universitas in mendnpat Nomor .-".,I]!.[.||n.||_l\;.:_’/_.-"i_:_,_,_,—'—" ||_

! e AALL Petegas Fakultas/Lniversites
fo. Alomaus Fakoltas Numia Tandun Tangan :

: JTH,II :
L

Mo, Aluinnus Lpiversitas ; Nama : Tanda Tangan -




BARBI

PENDAHULUAN

A, Latar Relakang

Indonecsia apabila ditinjau darn segi peoprafis merupakan negara vang
sangal strategis yanu 70 % dar permukaan bumi sekitar 40 juta mil persegi adalah
perairan, ddan qumiab tersebol 97 % meropakan air asin dan sisanya 3 %
merupakan air tawar.' Jika dilihat dari letak astronominva terletak di antarm 6 LU
- | L&, 95 BT — 141 BT, yang mengakibatkan Indonesin hanya memiliki 2
musim, yvakni musim hujan dan musim kemarau, hal ini memberikan kesempatan
pada bidang pertanian dan perikanan berlangsung sepanjang tahun.

Wilayvah Indonesia merupakan posisi silang yaitu diapit oleh dua benua
yaitu benua Asia dan benua Australia dan dus samudera yaitu samudera Hindia
dan samudera Pasifik yang secara ekonomis sanpat menguntungkan dan sangat
penting dalam lalu lintas perekonomian dunia, karena laut selwin dimanfaatkan
sebagai sarana perhubungan laut lokal mavpun Internasional, juga memiliki
sumber daya lam yang sangn kaya dan penting antara lain sumber daya
perikanan, terumbu karang, dan pada daerb pesisie dapat dimanfaatkan sehagai
ohick wisata yang menarik.

Pesalmya perkembangan flmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi
peningkatan hubungan kerjasama dan saling keterpantungan antar negara. Hal ing

berimplikasi terhadap hukum imernasional dan menyebabkan rmang lingkup

- 'R Boer Mauna. Hukum [ntemasgional”Pengertinn, Peran dan Fungsi Dalam Ern Dinamika
Glubal”™, Alumni Bandung. 2003, Hal 270
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pengaturan bukum internasional menjadi lebib luas, salah satunya yait dibidang
hukum laut.

Wilayah Indonesia dua pertiganya adalah lautan, sehingea dischut sebagai
negara  kepulavan, untek mendukung posisi kelautan Indonesia di dunia
[nternasional, maka perlu bagi Indonesia untuk membentuk persuran-peraturan
dibidang kelautan, boik secara nasional maupun secaras Intenasional.

Peraturan laut nasional pembentukannya berdasarkan  Undang-undang
Dasar 1945, bahwa vang berhak membuat Undang-undang adalah Presiden
bersama DPR, Sedangkan peratran kelamtan Internasional, pembeclakuannya
berdasarkan ratifikasi darl konvensi Internasional.

Pada tahun 1958 di Jenewa, diadakan konferensi hukum laut 1 yang
menghasilkan 4 konvensi, salah satu hasilova yaitu konvensi menpensi perikanan
dan perlindungan kekayaan alam hayati di laut lepas (Convention on Fishing and
Coawservarion af the Living Resources of the High Seax). Akan tetapi, konvensi ini
tilak mampu memenuhi kebutuhan masvarakat internasional dibidang hukum
laut. Pada tabun 1960, PR3 kembali mengadakan konferensi hukum laut vang
kedua, Akan tetapi, konferensi ini mengalami  kepagalan. Konferensi ini
dilanjutkan pada tahun 1982 vang dihadin oleh lebih 160 negara, Konvensi ini
merupakan suatu karva akbar hukum internasional dibidang hukum lawt dan
disebut jupa dengan  “remdezvouws with  history' atan  forum petualangan
perdebatan terbesar abad 207 Konvensi ini disebin dengan konvensi hukum laut

1 (UNCLOS I
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PENLTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian yang  telah dilakukan maka  dapat  diambil
kesimpulan dan saran schagai beriku -
Fo Luas walayah persiran kelautun Indonesia termasuk Zona Fkonomi
Eksklusif (ZEE} lebib kurang 5.8 juta km® dengan panjang garis pantai
95181 km, dan jumlah pulaw 17,504 pulau, menyimpan banvak sekali
kukavaan berupa potensi sumberdava alam dan jasa kelautan vang
cukup tinggi. Namun potensi besar kelawtan Indonesia termyata helum
dimanfoatkan dengan optimal ini dikarenakan sumberdaya manusia
yang masih rendah, nelayan tidak memperhatikan sarana dan prasarana
vang digunakan, kuranpnya armada angkatan laut uniuk mengamankan
wilavah perairan Indonesia, dan rusaknyva terumbuy karang yang crat
kaitanmya dengan perkembangan ikan vang mempengaruhi hasil

tangkapan,

Z. Terhadap pelangearan atau ketentuan penangkapan ikan di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia dikenakan sanksi berupa sanksi pidana
tenda, dan bagh orang/hadan hukum asing yang tidak mempunyai dana
untuk anembayar scjumbab dendas vang dikenakan imaka sanksinya
berupa hukuman kurungan, Atas pelanpgaran tersebul pihak yang

berwajib dapat menahan techukum sampai batas wakty maksimal vang
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